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t Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana
: Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetepan
KP ) Nagari Tahun 2020, Pemerintahan Nagari Kubu
Nagari Kubu Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat di
bahas dan menyepakati Penetapan Anggaran Pendapatan
ri Nagari Kubu Tahun 2020.

tan dan Belanja ( APB ) Nagari adalah bagian dari
: 1 Kubu Tapan Tahun 2020, dan ini sesuai dengan hasil
kat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan Penetapan
erhasil menyelesaikan Dokumen perencanaan Anggaran dan
Nagari Kubu Tahun 2020 ini,

* Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya
un Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat
1 Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan
0 Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan

2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun
Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari

Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
| yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

semoga dokumen ini menjadi landasan pijak dalam
pemerintahan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek

pesisir Selatan dan semoga seluruh perencanaan ini
lita-cita masyarakat Nagari Kubu Tapan Tapan.

Kubu Tapan, 28 Februari 2020

TIM PEYUSUN
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
JL. Kampung Tengah - Binjai, Nagari Kampung Ten@h Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com
PASAR BERIANG

Nomor : 900 /L6 /CRAH-2020 Ps.Beriang, 28 Februari 2020

Perihal Pengantar APB Nagari Kepada
Tahun Anggaran 2020.
‘ Yth. 1. Kepala BPKD Kabupaten
Pesisir Selatan
2. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

di-
Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari
tentang APB Nagari tahun 2020, maka telah keluar hasil evaluasi oleh
Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan
kepada Bapak hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah

2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada
Bapak Peraturan Nagari tentang APB Nagari:

Nagari Talang Koto Pulai Tapan

Nagari Sungai Pinang Tapan

Nagari Tebing Tinggi Tapan

Nagari Binjai Tapan

Nagari Talang Balarik Tapan

Nagari Limau Purut Tapan

Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

Nagari Kampung Tengah Tapan

. Nagari Kubu Tapan

0.Nagari Simpang Gunung Tapan

SUAPEELAI L 09 h e

O—‘NDP

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan

- terima kasih.
%cun'r RANAH AMPEK AN

MAR ALAMSYAH, S5.8TP.MA
Nip. 19830310 200112 1 001

an Kepada Yth :
ir Selatan (sebagai laporan) di Painan

OEETRET ? Boeecn 23l
e ok e b
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISI

| R SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
J1l. Kubu~- Bunjai, Nagari Kubu Tapan,

Kode Pos : 25673, email : kec.rahulta i
- % pan@gmail .com

KEPUTUSAN
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 900/ /KPTS-C.RAH / 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
KUBU TAPAN
i KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek
Hulu Tapan Nomor : 138/01/WN-KT /II/ 2020.

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan, dan
Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 |} jo Undang-undang
Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .

L
—
.

Mengingat

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

7 ‘ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan umi.%ug
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pt'z‘uﬁm:(,t'n‘:z.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia L-m.:m 2015

Negara Repu Dils

Nomor 58, Tambahan Lembaran
Indonesia 5679),

Dipindai dengan CamScanner
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pem

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020;

1 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
~ dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
: 2019 tentang Musyawarah Desa:

Mm Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
e dm;g WM Pemnnemhk Indonesia Nomor 17 Tahun
20 Umum Pembangunan d

n Masyarakat Desa; g

Mm Desa Pembangunan Daerah 1utmgg¢1
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
hdoman Umum Pendampingan Masyarakat
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelola Dana Desa;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 tentang Nagari;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan
Badan Permusyawaratan Nagari;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang
bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Nomor 42 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana
Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Evaluasi rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Wali Nagari Bersama Bamus Nagari telah melakukan
penyempumnaan sebagai tindakan lanjut dari Evaluasi awal
terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2020 berdasarkan beberapa hasil evaluasi awal
terhadap rancangan peraturan ini.

Dala‘m hal xm bagl Wah Nagari dan Bamus Nagari yang tidak
menindaklanjuti Hasil Evaluasi awal dan ditetap menetapkan

- Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan

e ja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari

damakmd akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir
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ku pada tanggal ditetapkan dan apabila
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,ndpng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
‘Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
ega:mHomor 5495);

g Nomnr 23 Tahun 2014 tentang

-2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
‘beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
-9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
i ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. chraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
~ tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari
~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
~ tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
‘9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
~ Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ﬁent:ang Pengelolaan Keuangan Desa;

5 immenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
. ;‘W sunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

an Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
tentang Nagari;

an Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019

'~ Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
an  Tetap dan Tunjangan Wali Nagan,
serta Tunjangan Kehormatan Badan
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Nomor 41 Tahun 2019
1 Penetapan Alokasi Dana
agi Hasil Pajak dan Retribusi

sisir Selatan Nomor 42 tahun 2019
bggian dan Penetapan Dana Nagari
ggaran Pendapatan dan Belanja

Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019
ta Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

‘yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
egara Tahun Anggaran 2020,

an Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan

age | Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
bupate: Pemsu' Selatan,

A T

1.327.684.000,00
1.328.684.000,00
(18.048.655,81)

18.048.655,81
0,00

18.048.655,81

0,00

"tan dan Belanja Nagari Kubu Tapan
'tum da]am lampiran yang merupakan
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‘pada Pasal 2 memuat :
an Modal, jika tersedia;
adangan, jika tersedia;

e ; Pasal 4
i ‘:L"e'g tapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran
dan Be]an_]a Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

. Pasal 5

~ Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk
1gan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan
is belanja tidak terduga.
‘Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
rurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
a diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan
g Perubahan APB Nagari.
ng dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
iatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat
sebelumnya;
irapkan terjadi berulang-ulang;
diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;

~ dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

Pasal 6

@n/amu pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

g belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebakan
ilaksanakan dalam tahun berjalan.

™ Pasal 7
1bu Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten
i berlaku pada tanggal diundangkan.
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1.328.684.400,00

395.027.880,00
572.941.515,57
373.374.660,24

5.425.000,00

1.346.769.055,81

(18.084.655,81)

18.084.655,81

Halaman 1
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LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN

TAHUN ANGGARAN 2020
KOOE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 3 4 2
4 | PENDAPATAN
42 |  Pendapatan Transfer 1,327.684.400,00
43 Pendapatan Lain-lain 1.000.000,00
. JUMLAH PENDAPATAN 1.328.684.400,00
5 | BELANIA
b BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 508.309.474,28
11 ; an:::;::lm]n Slitap, Tunjangan dan Operasional 463.033.700,34
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51.600.000,00 | ADD
1101 | 51. ‘Belanja Pegawai 51.600.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasiian Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 282.000.000,00 | ADD
11.02 | 54. Belanja Pegawai 282.000.000,00
1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.627.880,00 | ADD
1103 | 51. |  Belanja Pegawai 8.627.880,00
1.1.04 dP‘e)nygdiaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 50.674.320,34 | ADD, DLL
1104 | 52 |  Belanja Barang dan Jasa 50.674.320,34
1.1.05 : ;‘ Pgnyedlaan Tunjangan BPD 52.800.000,00 | ADD
1105 | 51, | Belanja Pegawai 52.800.000,00
1106 | ; é Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar 15.400.000,00 | ApD
PR ik i)
52. |  Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1106 | 53, | Wﬂ Modal 5.400.000,00
1191 L _@pﬂean Insentif Pemungutan PBB 1.931.500,00 | PaH
181 | 52, | Belanja Barang dan Jasa 1.931.500,00
: 10.278.110,24
4.278.110,24 | pLL, PBH
4.278.110,24
6.000.000,00 | App
6.000.000,00
9.350.750,00
3.067.000,00 | paH
3.067.000,00
6.283.750,00 | pos
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o URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
. (Rp)
1 2 3 4 5
1302 | §2 # ‘Belanja Barang dan Jasa 6.263.750,00
14 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dai 25.646.913,70
Pelaporan
14.00 Penyilo;mmn Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 5.706.913,70 | DDS
1401 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.706.913,70
1.4.08 Penyusunan Dokumen Perencanaan Doesa (RPJMDosa/RKPDesa dll) 3.250.000,00 | PBH
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
1.4.08 | - Pengelolaan Administrasl/ Inventarisasl/Penllalan Aset Desa 16.690.000,00 | DDS, PBH
1.4.05 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 16.690.000,00
2 ﬂw PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 713.213.905,23
213 ‘Sub Bidang Pendidikan 145.497.445,23
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPAT! KA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 103.800.000,00 | DDS
{Honor, Pakaian dll)
2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00
2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagl Masyarakat 29.685.000,00 | DDS
2.1.03 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 29.685.000,00
2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat 12.012.445,23 | DDS
| Peraga
21.06 | 5.2 4 Belanja Barang dan Jasa 512.445,23
2406 | 53 | Belanja Modal 11.500.000,00
22, | sub Bidang Kesehatan 34.240.000,00
2202 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 27.240.000,00 | DDS
|
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 27.240.000,00
22.09 : PombangunaanehabiIItaslIPenlngkatanIPengadaan Sarana/Prasarana 7.000.000,00 | DS
il Posyandu/Polindes/PKD **
2.2.09 5.12l ~ Belanja Barang dan Jasa 2.620.000,00
2200 | 53. |  Belanja Modal 4.380.000,00
23. g g  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 369.976.550,00
2.3.17!1‘: e ;- Pembangunan/Rehabiltas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 152.747,000,00 | DDS
310 B Balanja Modal 152.747.000,00
‘ '~ﬁpmbangunanlﬂehabllitasimeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 141.108.550,00 | DDS
141,108.550,00
bungumanohablﬁtaslfPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se 16.121.000,00 | DDS
dll)
Belanja Modal 16.121.000,00
bambuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa Bs) £0.000.000,00 | DDS
£0.000.000,00
142.500.000,00
60.000.000,00 | DDS
60.000.000,00
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xonse URAIAN *"0(‘::':*" SUMBERDANA
T | 2 3 N :
2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll $2.500.000,00 | pos
24.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00
2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Millk Desa 10.000.000,00 | DOS
2502 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.160.000,00
2502 | 53. Belanja Modal 2.840.000,00
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 41.000.000,00
26.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DIl) 36.200.000,00 | pos
2602 | 52 ~ Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
26.02 | 53. Belanja Modal 35.000.000,00
26.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L 4.800.000,00 | pos
kal Desa
26.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 73.463.086,30
34. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 21.600.000,00
Masyarakat
3.1.02 m:mn & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 8.000.000,00 | pDS
31.02 | 52. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 13.600.000,00 | pps
31.04 | 52, Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 27.550.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU' 27.550.000,00 | DDS, PBH
RI, Raya Keagamaan dll)
3203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00
33. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 13.913.086,30
33.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 3.500.000,00 | pps
3302 | 52 |  Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
33.05 : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda: 10.413.086,30 | pDS
, n & Olahraga Milik Desa
3305 | 52. ~ Belanja Barang dan Jasa 10.413 086,30
34 | ~ Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 10.400.000,00
: - Pembinaan Lembaga Adat 5.000.000,00 | PBH
5.000.000,00
5.400.000,00 | PEH
5.400.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 46.357.500,00
Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 13.800.000,00
gkatal 13.800.000,00 | pos
slanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
lang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 32.557.500,00
Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 32.557.500,00 | pos




KODE

REKENING URAIAN ""“("“z")‘“ SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4401 | 52, Belanja Barang dan Jasa 32.567.500,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENC DARURAT DAN MENDESAK D 5.425.000,00
5.2, Sub Bidang Keadaan Darurat 5.425.000,00
5.2.01 Penanganan Keadaan Darurat 5425,000,00 | pos
5201 | 54. Belanja Tidak Terduga 5.425.000,00
JUMLAH BELANJA 1.346,769.055,81
SURPLUS | (DEFISIT) (18.084.655,81)
6. | PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 18.084.655,61
PEMBIAYAAN NETTO 18.084.655,81

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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WALI NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Nagari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2020, maka perlu
menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tapan
tahun Anggaran 2020;

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun
anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
tahun anggaran 2020.

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang

Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
i Negara Republik Indonesia Nomor 1643),
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
mbaran Negara Nomor 4438);
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L -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

; (Iiﬁablzgran Neiara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

el Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

e Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

By 3 Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

A tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

: Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa;

- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

~ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa

.
e

asi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
ana Desa Tahun 2020;

n Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019
engelolaan Transfer Dana Desa:

Selatan Nomor 39 Tahun 2019
merintahan Nagari Tahun Anggaran
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Permusyawaratan Nagari;

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan

18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019

tang i i Dana
Tata Cara Pembagian dan Pencta'pan Alokasi Dana
geazan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2020,

_ Nagara Tahun Anggaran 2020;

19.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Naga_n
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

20.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

0 2020 dengan rincian sebagai berikut

Rp.
Rp.
Rp.

Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

21.Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun

1.327.684.400,00
1.000.000,00

Rp.

1.328.684.400,00

508.309.474,28
713.213.995 23
73.463.086,30
46.357.500,00
5.425.000,00

Rp.  1.346.769.055 81
Rp. (18.084.655,81)
Rp.  18.084.655 8]
_Rp. 0,00
Rp. 18.084.655.81
Rp. 0,00

D Belanja Nagari Kuby
tum dalam lampiran yang

S8
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 bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

- Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan

~ dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
\ DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan

ri pelaksana kegiatan anggaran.

: Pasal 4
uran Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
4ni dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kubu Tapan Tapan

Ditetapkan di : Kubu Tapan
28 Februari 2020
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